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BBM Subsidi Semoga Tidak Langka

Komisi XH; Antisinasi Dampak
Lanjutan Kenaikan Pertamax Cs

Senayan meminta Pemerintah dan Pertamina
mengantisipasi dampak lanjutan penyesuaian
harga BBM nonsubsidi (Pertamax). Penyesuaian
harga itu berpotensi mendorong pergeseran
konsumsi ke BBM bersubsidi (Pertalite).

ANGGOTA Komisi XII DPR
Meitr Citra Wirdani mengatakan,
BBM nonsubsidh memmung tidak
dikonsumst langsung oleh mayo-
rilas masyarakat berpenghasilin
rendah. Namun, langkeh antisi-
past dint harus dilakukan agar
kenaikan BBM tidak menimbul-
kan gangguan pasokan maupun
kelangkaan di lapangan.

Meztrt memahami, penye-
suatan harga Pertamax mengi-
kuti dinamika minyak dunia
dan nilar twkar rupiah. Namun,
Pemerintah tidak boleh berhent:

pada aspek penctapan harga.
“Elek berantai dari. potensi
migrasi pengguna ke BBM ber-
subsidi harus diwaspada karena
menckan kuota ener,” Katanya,
Kamus (11/6/2026),

Selisth harga yang semakin
lebar antara Pertamax dan Per-
talite, kata Meitri, berpotens:
mengubah perilaku konsumen
kelas menengah, Jika pergeseran
lerjad: secars masil, maka dis-
ribust BBM bersubsidi harus
dijaga ketat, ltu dilakukan agar
hak masyarakal miskin tidak

dirugikan akibat kelangkaan,
Meitri meminta Pemerintah
segers memetakan dampak pe-
nyesuanan harga ity terhadap
Konsumst energt nasional. Per-
hitungan yang matung mengenan
kemungkinan bertambahnya
beban subsid: akibat perubahan
pola konsumst masyarakat singat
dibutuhkan: Langkah strategis ini
akan-menjaga stabilitas pasokan
bahan bakar di masyarakal
Selamjutnya, dia mendorong
Pemerntah lewat BPH Migas
memperkuat pengawasan distri-
busi BBM bersubsidi, Upaya ity
bertujuan mencegah terjadinya
penyalahgunaan maupun pen-
imbunan di lapangan. “Tindakan
tegzas akan memnimalkan nisiko
kepanikan saat terjadi lonjakan
permintaan dart konsumen kelas

menengah,” ujarmya
Pemerintah, sambungnya, ha-
rus memastikan stok, distribust,
din pengawasan di lapangan
berjalan optimal. Jangan sampai
masyarakal miskin kesulitan
memperolch BBM bersubsidi
akibat meningkatnya permintaan
dart kelompok mampu. Seluruh
lini-penyaluran harus dipantau
ketat demi keadilan bagi rakyat
yang membutuhkan bantuan,
Di tengah ketidakpastian global,
Pemerintah dilarapkan bisa mem-
prediksi pergerakan harga minyak
mentah, Selain mitigast, aa kelola
yang bak dalamaspek pengelolaan
eneret masional harus dihadirkan.
“Kebijakin yang responsi terukur,
dan berpihiak kepada kepentingan
rakyat banyak harus segera diwu-

Judkan,” ueapny,

Sejalan dengan itu, anggota
Komust XII DPR Surtono me-
nekankan, kebijakan pasar inter-
nastonal itu perlu diimbangi pro-
gram penyeimbang. Kebijakin
penyeimbang harus diambil
sung menngankan beban ckono-
mi misyarakal secara langsung,
Selain itu, kebijakan pendukung
itu berfungsi menmjaga stabilitas
pertumbuhan ekonomi nasional,

Dia memahami, penyestatan
harga BBM merupakan kon-
sckuensi dart mekanisme pasar
danenergl global. Namun, Peme-
rintah juga wajib memperhitung-
kan dampak penyesuaian it
terhadap tingkat inflas daerah,
Penurunan daya beh masyarakat
harus diantisipast melalui ber-
Fagal program jaring pengamian
sostal yang elekuf. mpys
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